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KAB. CIAMIS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 
 
 
 

TAHUN  :  2011                     NOMOR  :  20                            SERI  :  E 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

NOMOR 20 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN KESEHATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, perlu adanya 
pengawasan, pengendalian dan peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di 
bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat; 

b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan 
berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 
dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan 
sumber daya manusia; 

c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya 
gangguan kesehatan pada masyarakat akan 
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menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, dan 
setiap upaya peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat juga berarti investasi bagi 
pembangunan; 

d. bahwa setiap upaya pembangunan harus 
dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti 
pembangunan harus memperhatikan kesehatan 
masyarakat dan merupakan tanggung jawab 
semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun 
masyarakat; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Kesehatan; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4431); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996  Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5044); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk 
Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
028/MENKES/PER/I/ 2011 tentang Klinik; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 
Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 
2001 Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 
Tahun 2008 Nomor 13);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 
2010 Nomor 4). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN CIAMIS 
 

dan 
 

BUPATI CIAMIS 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN KESEHATAN 

. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 


